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ABSTRAKSI

Hak cipta merupakan suatu hal yang Hak cipta merupakan hasil atau
penemuan vang menipakan kreativitas manusia di bidang seni, sastra dan ilmu
pengetahuan. Masalah hak cipta adalah masalah yang sangat luas, karena ia tidak
saja menyangkut hak-hak individu yang berada dalam lingkungan nasional, namun ia
sudah merupakan masalah vang sudah menvebar dan bergumul dalam lingkungan
internasional. )

Karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra pada dasarnya
adalah karva intelekfnalita manusia vang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa.
karsa, dan ciptanva. Karya-karya seperti itu pada akhimya selain memiliki arti
sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah-tengah manusia, juga hadir sebagai
sarana pemenuhan batinivah setiap orang. Dengan semakin banyak, semakin besar,
dan semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang, pada akhirnya akan memberikan
nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya dan kehidupan
manusia pada umumnya.

Hak cipta merupakan salah satu bagian daripada Hak Milik Intelekiual (HMI)
atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), karena di dalam aspek hukum dalam
bisnis, vang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dinamakan dengan hak milik
intelektual (intelektual property right). Di samping itu juga karena hak milik
intelektual (HMI) ini berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya, seperti; aspek
teknologi maupun aspek ekonomi.

Permasalahan yang timbul sekarang ini adalah munculuya suatu fenomena di
masyarakat; bagaimana jika hak cipta yang telah kita kenal selama ini dijadikan
sebagai harta warisan yang antara pewaris dan ahli warisnya saling mewarisi satu
sama lain? Kalau menurut Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002,
mungkin sudah jelas bahwa hak cipta itu dianggap sebagai benda bergerak yang
imateriil, yang bisa beralih atau dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya, dengan
cara pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan diperjanitkan

Namun tinjauannya sekarang adalah dari aspek hukum warisnya, baik dari
segi hukum kewarisan perdata (BW) maupun hukum kewarisan Islam. Oleh karena
antara keduanya (Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata) sama-
sama belum menetapkan secara tertulis mengenai hak cipta sebagai warisan, maka
penvusun merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh tentang “Hak Cipta Sebagai
Warisan” (Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum
Kewarisan Perdata)
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PEDOMAN TRAN SLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lainnya lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab- - -Nama - Huruf Latin Nama
\ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ba’ b be

-

- ta’ t te

& sa’ § es (dengan titik di atas)
- jim ‘ je

z ] ] ]

- ha’ h ha (dengan titik di bawah)
(-

> kha’ kh ka dan ha

[

> dal d de

3 zal z zet (dengan titik di atas)
B ra’ r er

B zai z zet

e sin S €s

54 syin sy es dan ye
P sad - S es (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik di bawah)
- ta t te (dengan titik di bawah)
¥ 2 2 zet (dengan titik di bawah)

-

Vi



‘ain - koma terbalik (di atas)

¢
i gain g ge
b fa’ f ef
3 qaf q ki
8 kaf k ka
J lam ] el
¢ mim m em
) nun n en
3 wau w we
o ha’ h ha
3 hamzah - apostrof
S ya’ y ye
2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahsa Indonesia, yang terdiri
dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong)

1. Vokal tunggal
Vokal tunggal bahasa.- Arab. - lambangnya. berupa - tanda - atau.- harakat.
Transliterasinya sebagaimana berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
e fathah a a
kasrah 1 i

dummah u u

AN

Vii



Contoh-

.~ =kataba

Nt

= fa’ala

v
LR
s

2. Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara dua harakat
dan huruf yang diharakat sukun. Transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
< Fathah dan ya’ ai adani
. Fathah dan wau au adanu
Contoh :
Yo 2 kaifa
J}b = haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf Nama Huruf Nama
< fathah dan alif a a dan garis di atas
¢ - kasrah dan ya’ i 1 dan garis di atas
5= dummah dan wau u u dan garis di atas
Contoh: )
Js = qala
= rama
Js yaqulu

Vil




4. Ta’ Marbutah
Transliterasinya untuk ta’ marbutah ada dua:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah / kasrah /
dummabh, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
h/.
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh :

o)

Sk i, = raudah al-atfal

iy JA AV & al-madinah al-munawwarah

i-|l, = talhah

5. Syaddah (Tasydid)
Svaddah atau tasydid yang dalam sisitem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam translitersianya tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf vang diberi
tanda syaddah itu.
Contoh
.. =rabbana

ety
(¥4

(.. =nazzala
s

Y inna
I

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “al” (arab).
Namun dalan transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang vang
diikuti oleh huruf syamsivah dan kata sandang vang diikuti oleh huruf
qamariyah.
1. Kata sandang yvang diikuti oleh huruf syamsivah
Kata sandang vang ditkuti oleh huruf syamsiyah ditrnsliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf “L” diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
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2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang vyang diikuti oleh huruf gamariyah ditranslitersiakn sesuai
dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh
;}"‘ il = ar-1a] ulp
Ll =as-sayyidu
_— = asy-syamsu
K’i‘a'“' = al-qalamu
I T al-jalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun
itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah kata atau di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam
tulisan Arab berupa alif.

Contoh :
. +. =ta’khuzuna
J 9t

. . =syai’un
&t

o,«f = umirtu
J_{(‘ = akala

ol =inna

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan.
Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan
kata lain yang mengikutinya.
Contoh

i

e . PR wa’innallaha lahuwa khairur-razigin
bl I e b B O q

Yoo ! t‘g 2l o = manistata’a ilaihi sabilan




9.

10.

Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf akpital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital eperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf capital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama dini itu
didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

(Cantah

BT _. = syahru Ramadanal-lazi unzila
fihil-Qur’an

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap, dan kalau penulisannya disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Seperti Contoh :
S p By W e e

oy % = lillahil-amru jami’an

= nasrumminallahi wafathungqarib

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan [Imu Tajwid. Karena itu
neresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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KATA PENGANTAR
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A,

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembicaraan mengenai Hukum Waris tak lepas dari hal membicarakan orang
yang meninggal dunia yaitu orang yang kemudian meninggalkan harta warisan.
Namun sebaliknya, ketika orang membicarakan masalah warisan, maka orang
akan sampai kepada tiga masalah pokok vang satu dan lainnya tidak dapat
dipisahkan, di mana yang satu merupakan rangkaian atau akibat dari yang lain.
Pertama, adanva seorang yang meninggal dunia, Kedua, ia meninggalkan harta

peninggalan, dan yang ketiga, ia meninggalkan orang yang mengurusi dan berhak

atas harta peninggalan tersebut.’
Dewasa ini, hukum waris yang berlaku di Indonesia masih beraneka ragam,
yaitu: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut

KUHPerdata (BW).Ketiga hukum waris itu masih berlaku bagi mereka yang

masih dikuasai oleh masing-masing hukum tersebut.” Pada saat ini di Indonesia
belum ada hukum waris nasional yang unifikasi dan terkodifikasi sebagaimana
Hukum Waris dalam BW. Hukum waris yang berlaku di negeri ini masih
beraneka ragam, dimana pengadilan yang berwenang mengenai soal warisan

berada di tangan Pengadilan Agama bagi kasus warisan yang diselesaikan dengan

' M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan

Kewarisan Menurut KUHPerdata (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Lim. 101

? Suparman, Jkhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdata (BW) (Jakarta: Dar al-Ulum Pres,

1993), him. i




N

hukum kewarisan Islam, dan Pengadilan Negeri bagi kasus warisan yang
diselesaikan dengan hukum waris selain Islam. Keadaan dan perkembangan
hukum waris di Indonesia semacam ini mendorong kita untuk memahami dengan
baik kesempurnaan hukum kewarisan Islam khususnya bagi umat Islam

Indonesia. Untuk itu terasa sangat penting mempelajari hukum waris lain sebagai
perbandingan.3
Dalam rangka perbandingan care berfikir, abstrak di satu pihak dan konkrit di

lain pihak, dapat dikemukakan bahwa juga mengenai persoalan tentang apa yang

diwarisi, terdapat perbedaan pengertian. Dalam alam pemikiran orang barat yang
diwarisi adalah vermogen (Kekayaan yang termasuk dalam aktiva dan pcm‘iva).d’
Sedangkan menurut orang Indonesia yang diwarisi adalah suatu bude/ yang berarti
suatu saldo. Dalam pikiran yang terakhir mewarisi suatu minus adalah tidak
mungkin.” Dari uraian di atas, jelas bahwa obyek hukum waris adalah harta

kekayaan, baik berwujud maupun abstrak.

Kemudian dalam rangka membahas persoalan tema di atas, yakni "Hak Cipta
Sebagai Warisan” (Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam Dengan
Hukum Kewarisan Perdata), maka permasalahan yang akan kita bahas

selanjutnya adalah mengenai hak cipta.

3 Ibid., hlm. xvi

* Aktiva adalah sejumiah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan atau piutang pada

pihak ketiga. Selain itu aktiva juga bisa berupa hak imateriil (hak cipta dan sebagainya). Sedangkan
Pasiva adalah sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban
lainnya (menyimpan benda orang dsb). Surini Ahlan Syarif, /ntisari Hukum Waris Menurut BW.
(KUHPerdata) (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), him. 20

3 Subekti, Perbandingan Kukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 22




Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan yang

telah digalakkan sekarang ini senantiasa tidak luput dari kepentingan
perlindungan hukum.® Oleh karena itu bagi siapa saja yang menghendaki adanya
perlindungan hak dari pengadilan, maka ia dianjurkan untuk mengajukan haknya
ke pengadilan.7

Salah satu perkembangan dalam dunia perekonomian dewasa ini adalah
munculnya hak m'pta.8 Hal ini muncul dengan adanya kemajuan yang pesat dalam

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi percetakan. Ini sangat mempermudah

penggandaan dan perbanyakan barang cetakan yang berupa buku, majalah, surat

kabar, dan lain-lain.’

Hak cipta merupakan hasil atau penemuan yang merupakan Kreativitas
manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Masalah hak cipta adalah
masalah yang sangat luas, karena ia tidak saja menyangkut hak-hak individu yang
berada dalam lingkungan nasional, namun ia sudah merupakaq masalah vang

sudah menyebar dan bergumul dalam lingkungan internasional.

® Widyopramono, Tindak Pidana Hak Cipia: Analisis dan Penyelesaiannya, Cet. Ke-1
(Jakarta: Siner Grafike, 1992), him. 4

" Tuntutan Hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang
diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eignrechting (tindakan menghakimi sendiri), Sudikno
Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty,1993), hlm. 39

¥ Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-urdangan yang berlaku. UURLNo. 19, Th. 2002,
TENTANG HAK CIPTA Beserta Penjelasannya (Bandung: Citra Umbara, 2003), him. 69

® Zuhad, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan Dan Akibar Hukumnya,
Chuzaemah T. Yanggo, Hafiz Ansyary AZ, HA (Ed), Problematika Hukam Islam Kontemporer
(Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 2002). hlm. 119




Karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra pada dasarnya
adalah karya intelektualita manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas
rasa, karsa, dan ciptanya. Karya-karya seperti itu pada akhimya selain memiliki
arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah-tengah manusia, juga hadir
sebagai sarana pemenuhan batiniyah setiap orang. Dengan semakin banyak,
semakin besar, dan semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang, pada akhirnya
akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya
dan kehidupan manusia pada umumnya b

Hak cipta pada dasarnya merupakan salah satu bagian daripada Hak Milik
Intelekiual (HMI) atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), karena di dalam
aspek hukum dalam bisnis, yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang
dinamakan dengan hak milik intelektual (intelektual property right). Di samping
itu juga karena hak milik intelektual (HMI) ini berkaitan erat dengan aspek hukum
lainnya seperti aspek teknologi maupun aspek ekonomi."

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta / pemegangnya untuk
memperbanyak, menggandakan dan untuk mengumumkan hasil karya ciptaannya
yang tumbuh bersamaan dengan lahimya suatu ciptaan. Ia si pencipta berhak pula

atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik di bidang ilmu

- 12
pengetahuan, seni dan sastra.

"0 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Jakarta: Rineka Cipta,1996),
him. 86

" 1bid., him. 84

12 Widyopramono, Tindak Pidana Hak Cipta, him. vii



Hak cipta juga merupakan hak absolut yang mempunyai sifat kebendaan, dan

obyeknya adalah benda, seperti hak milik, hipotik, dan sebagainya. 1 Hak cipta itu
sendiri sifatnya imateriil, pribadi yang manunggal dengan penciptanya, sehingga

hasil penciptaan itu bentuknya khas, yang dapat dibedakan dengan ciptaan orang

lain walaupun obyek yang diciptakan sama, dan ridak bisa disita oleh siapapurﬂ4
Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap kali hak cipta
bertemu muka dengan teknologi baru, dari mesin cetak sampai kotak komunikasi
kayangan, pembuat undang-undang harus menetapkan satu pilihan yang musykil:
memperluas cakupan hak cipta, agar pencipta dan penerbit mendapat bagian jika
karya mereka diperdagangkan di pasar; atau membekukan hak cipta, yang berarti
siapa saja bebas dengan cuma-cuma menikmati suatu karya? Hak cipta itu hak
siapa? Apakah hak si pencipta, yang memberinya hak menuntut bagian dari setiap
pasar yang mau membayar untuk memperoleh salinan karya ciptanya? Atau hak
pemakai, yang memberinya hak menikmati salinan karya cipta dengan cuma-
cuma, kecuali jika pencipta dan penerbit dapat membuktikan, jik\a tidak dibayar

mereka tidak akan terdorong untuk menghasilkan karya baru dan

menerbitkannya.
Permasalahan yang timbul sekarang ini adalah munculnya suatu fenomena di

masyarakat dewasa ini bagaimana jika hak cipta ini dijadikan sebagai harta

13 Qudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999),
Im. 54

Y Ibid ., him. 24

15 paul Goldstein, Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
1997), him. 41




warisan yang antara pewaris dan ahli warisnya saling mewarisi satu sama lain?

Kalau menurut Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, mungkin

sudah jelas bahwa hak cipta itu dianggap sebagai benda bergerak yang imateriil,

yang bisa beralih atau dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya, dengan cara

pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan diperjanjikan.

Namun tinjauannya sekarang adalah dari aspek hukum warisnya, baik dari

segi hukum kewarisan perdata (BW) maupun hukum kewarisan Islam. Oleh

karena antara keduanya (Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan

Perdata) sama-sama belum menetapkan secara tertulis mengenai hak cipta sebagai

warisan, maka penyusun merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh tentang “Hak

Cipta Sebagai Warisan™ (Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam Dengan

Hukum Kewarisan Perdata)

B.

Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa

pokok permasalahan yang menarik untuk dikaji, antara lain:

1.

Bolehkah hak cipta dijadikan layaknya harta warisan yang antara pgwaris dan
ahli warisnya saling mewarisi baik menurut hukum kewarisan Islam maupun
hukum kewarisan perdata‘?

Bagaimanakah tinjauan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan

Perdata di dalam menyikapi masalah hak cipta sebagai warisan?




C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji sejauhmana hukum Islam mengatur tentang hak cipta.

2. Mengungkapkan bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam dan hukum
kewarisan perdata menyikapi masalah hak cipta sebagai warisan.

Mencari persamaan dan perbedaan antara Hukum Kewarisan Islam

G

dengan Hukum Kewarisan Perdata di dalam menyikapi masalah hak cipta
sebagail warisan.
Adapun kegunaan penulisan dari skripsi ini adalah scbagai berikut:
1. Sebagai upaya untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di
bidang Hukuni kewarisan Islam dan Hukum kewarisan Perdata di dalam

mengkaji masalah Hak Cipta Sebagai Warisan.

2

Kajian ini akan bermanfaat untuk membantu menanamkan kesadaran hukum

khususnya dalam masalah hak cipta.

D. Telaah Pustaka

Salah satu keinginan penyusun untuk menulis skripsi tentang hak cipta
sebagai warisan ini adalah karena karena penyusun baru menemukan satu kajian
mengenai hak cipta pada tingkatan kesarjanaan S-1, yakni skripsi saudara Sunardi
alumnus fakultas Syariah jurusan Muamalah Jinayah angkatan 1991, yang
berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus

pada PT. BPFE UGM Yogyakarta).




Dalam karya ini Sunardi hanya memaparkan konsep hak dan transformasinya
dalam Islam yang dikhususkan untuk menganalisis terhadap kasus pelanggaran
hak cipta.

Di dalam menelaah masalah hak cipta sebagai warisan (Perbandingan Antara
Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata), maka penulis akan
mengemukakan beberapa pendapat para pakar hukum yang telah banyak mengkaji
masalah-masalah yang berkenaan dengan hak cipta sebagai warisan.

Dalam Pasal 3 UHC No. 19 Tahun 2002 dinyatakan bahwa hak cipta
dianggap sebagai benda bergerak yang imateriil, yang bisa beralih atau dialihkan
untuk sebagian atau seluruhnya dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan
milik negara dan diperjanjikan.

Demikian pula pada Pasal 4, menentukan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh
penciptam, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan setelah penciptanya
meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat
disita.

Kemudian Saidin dalam bukunya, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual
(hlm. 42), juga mengatakan; bahwa UHC 1982, yang diperbaharui dengan UHC
No. 7 Tahun 1987 menyebutkan; Hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik
seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dan dijadikan milik
Negara serta perjanjian yang dilakukan dengan akta dengan ketentuan; perjanjian
harus mengenai wewenang yang ada dalam akta itu.

Prof. Subekti, SH, dalam bukunya; Pokok-Pokok Hukum Perdata, (him. 16),

bahwa dalam hukum kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum




yang dapat dinilai dengan uang.dan bila kita mengatakan tentang kekayaan
seseorang, yang dimaksudkan adalah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu,
dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajican yang demikian itu
biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain, di samping juga mengatakan
bahwasanya hukum waris mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan
seorang jikalau ia meninggal.

Rooseno Harjowidogdo, dalam bukunya yang berjudul “Mengnal Hak Cipta
Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya” menyebutkan bahwa dalam Bab V
Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, menyebutkan tentang hak dan wewenang
bagi pemegang hak cipta jika hak ciptanya dilanggar oleh pihak lain, seperti
halnya dalam Pasal 41 yang mengatakan bahwa apabila pencipta menyerahkan
seluruh hak ciptanya kepada pihak lain, hal itu tidak mengurangi hak pencipta
atau ahli warisnya untuk menuntut kepada penerima hak cipta yang tanpa
persetujuannya meniadakan atau justru mencantumkan nama pencipta dalam
ciptaan itu, mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau mengubah isi ciptaan itu
tanpa seijin pencipta atau ahli warisnya. Hal itu sesuai dengan hak moril yang
melekat pada penciptanya.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, wujud warisan atau harta
peninggalan sangat berbeda dengan wujud warisan menurut Hukum Waris Barat
sebagaimana diatur dalam BW maupun Hukum Waris Adat. Warisan atau harta
peninggalan menurut Hukum Islam, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris

baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
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Di samping itu Islam juga mengakui hak milik pero-angan, sebagaimana apa
yang dikemukakan oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy dalam
bukunya, “/7igh Mawaris”, mengatakan bahwa tata aturan pembagian harta
pusaka antara para waris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik
perorangan, baik terhadap harta bergerak maupun terhadap harta tidak bergerak,
dan suatu manifestasi pula bahwasanya harta milik seseorang yang telah mati
berpindah kepada ahli warisnya.

Dalam kitab figh manhaji juga manyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
tarikah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia
meninggal, baik berupa harta yang dapat dipindah- tangankan seperti uang,
maupun yang tidak dapat dipindahkan, maka kesemuanya itu termasuk dalam
kategori tarikah, dan harus diberikan kepada orang yang berhak. Dengan kata lain,
secara tidak langsung hak cipta juga dapat dialihkan melalui pewarisan.

Tbnu al-“Ila’iy, dalam kitab al-Asybah Wa al-Naza'ir (karangan Al-Imam
Jalaluddin Abd al-Rahman as-Suyuti), mengatakan bahwa sesuatu yang bukan
hasil usaha seseorang, maka tidak termasuk hak miliknya kecuali karena warisan

dan wasiat.

Kerangka Teoretik

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda
dengan wujud warisan menurut Hukum Waris Barat sebagaimana diatur dalam

Bw maupun Hukum Waris Adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum
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Islam, vaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda

yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 16
Harta warisan juga biasa disebut dengan harta peninggalan (tarikah/ tirkah)
yang oleh syara’ didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh

seseorang setelah ia meninggal, baik berupa harta bergerak maupun tidak

bergerak yang kesemuanya itu harus diberikan kepada yang berhak. v

Atau sejumlah harta serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam
keadaan bersih. Artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris
adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan

pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang

diakibatkan oleh wafatnya si peninggal wasiat. '
Kemudian yang dimaksud dengan hukum waris adalah perpindahan dari
sebuah harta kekayaan yaitu merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban dari orang yang mewariskan kepada para ahli warisnya. "

. . . i .
Di dalam mendapatkan warisan, itu ada dua cara’’, yakni:
1. warisan karena kematian atau biasa disebut warisan menurut undang-

undang (ab intestato).

16 pasal 171, Poin d. Kompilasi Hukum Islam Di indonesia (Direktorat Pembinaan Badan

Peradilan Agama Islam, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, DEPAG. R1, 2001)

17 Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, & Ali al-Syarbaji, al-Figh al-Manhaji (Dar al-Qalam),

him. 71

¥ p N H. Simanjuntak, Pokok -Pokok Hukum Perdata Indonesia, him. 282-283

' G. Karta Sapoetra & RG. Karta Sapoetra, Pembahasan Hukum Benda, Hipotek, Dan

Warisan (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), him. 83

20 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1995), him. 95
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2 dan warisan karena ditunjuk dalam surat wasiat (testamentair).
Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan
kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang

dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban

yang dapat dinilai dengan uang.”’

Adapun harta itu sendiri menurut Ulama’, didefinisikan dengan berbagai
macam pendapat mengenai hal itu. Menurut Ulama’® Hanafiyah, harta ialah segala
sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara biasa. Definist ini
mempunyai dua unsur, yakni: (1) Mungkin disimpan, maka sesuatu yang tidak

mungkin disimpan seperti hal-hal yang maknawi sederti halnya ilmu tidak

dianggap sebagai harta.(2) Mungkin dimanfaatkan secara biasa.”

Sedangkan menurut Ulama’ Jumhur, harta ialah segala sesuatu yang
mempunyai nilai (gimah) dan orang yang merusakkannya wajib menanggung
beban. Dari situ dapat dipahami bahwa pendapat Ulama’ Hanafiyah membatasi
pengertian harta kepada sesuatu dan benda materi yang kasafmata. Adapun
manfaat dan hak tidak termasuk harta, tetapi termasuk milik. Sedangkan Jumhur

menganggap manfaat dan hak sebagai harta, sebab maksud dari sesuatu itu adalah

manfaatnya , bukan semata-mata bendanya.23

2 Ibid.
22 Wahbah Az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), him. 40

B 1pid., hlm. 42
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Maka dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa menurut hukum Islam,
sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di atas, hak cipta itu termasuk
dalam kategori harta yarg dapat dimiliki siapapun juga. Terkecuali Ulama’
Hanafiyah yang membatasi pengertian harta kepada sesuatu dan benda materi
yang kasat mata. Sedangkan manfaat dan hak tidak termasuk harta, tetapi
termasuk milik.

Mengenai hak cipta seperti karya tulis, Islam sangat menghargainya karena ia
sangat bermanfaat untuk kepentingan agama. Di samping itu ia juga termasuk
amal saleh yang pahalanya terus-menerus bagi penulisnya, sekalipun ia telah
meninggal sebagaimana Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah vyang
berbunyi :

e sl iyl s e WIADL e Y] dlos e ol OLSY e

" df&t\«oﬂjj\wéﬁjﬂ

Namun demikian, hak cipta pada dasarnya tetaplah sebuah persoalan yang
ketetapan hukumnya tidak dijelaskan secara pasti dan terperinci oleh syari’at.
Oleh karena itu dalam hal ini berlakulah adat / kebiasaan yang dalam kaidah wusu/
al-Figh biasa disebut dengan Urf (al- ‘Urﬂ.25 Praktek semacam ini sesuai dengan

kaidah usul al-Figh:

b o ) 3 Y 5 a8 & Ul Yy il g s L S

2 Muslim Ibn Hajjaj Al-Qusyairiy, Sahii Muslim (Riyad: Ar-Rusyd, 1422 H), him. 420

25 7uhad, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan Dan Akibat Hukumnya,
Chuzaemah T. Yanggo, Hafiz Ansyary AZ (Ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta:
PT. Pustaka Firdaus, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 2002). him. 129
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S S It

Serta kaidah yang mengatakan :

7 .S sl

Yakni dengan cara mempersamakan / menganggap peraturan perundang-
undangan mengenai hak cipta yang berlaku sekarang ini sebagai hukum adat
(kebiasaan), yang sebagaimana diketahui, sebatas hukum adat itu tidak
bertentangan dengan ajaran Islam ataupun melanggar hak orang lain maka hal itu
dapat diterima dalam Islam.

Dengan kata lain, yang dimaksudkan hukum adat di sini adalah hukum positif
(Undang-Undang Hak Cipta) yang berlaku di negara kita sekarang ini yang
bersifat mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia, di mana secara tidak
langsung ia dapatlah dikatakan sebagai hukum adat yang sifatnya luas, yakni
mencakup seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu‘ia dibenarkan dalam Islam

serta dapat dijadikan sebagai (dasar) hukum.

F. Metode Penelitian

Metode (Yunani: Methodos) adalah cara atau jalan, sehubungan dengan

upaya ilmiyah, maka metode menyangkut cara kerja adalah cara kerja untuk dapat

26 Abdullah bin Sa’id Muhammad ‘Ibbadi, /dahu al-Qawa’idi al-Fighiyyah (Surabaya: Al-
Hidayah, 1410 H), him. 45

27 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t. ), hlm. 37
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memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.28 Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu
dengan cara membaca, menelaah, memahami serta menuls dan
mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis
tentang materi pembahasan yang berkaitan dengan masalah hak cipta sebagal

warisan.

o

. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu
dengan cara menguraikan data-data yang penyusun peroleh guna menganalisa
serta memecahkan permasalahan yang ada ke dalam bagian-bagian menurut
metode yang konsisten untuk mencapai pengertian yang jelas serta pemahaman
yang menyeluruh, yakni tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa
sekarang serta menuturkan dan menafsirkan data yang ada.”
3. Pendekatan |
Pendekatan penyusunan skripsi ini adalah pendekatan  yuridis, yaitu
bertolak dari aturan-aturan hukum positif dan pendekatan normatif, yaitu

bertolak dari paradigma yang terdapat dari apa yang dituntut oleh kandungan

Al-Qur’an dan Hadis. >

28 Fuad Hasan & Koentjoroningrat, Beberapa Azas Metodologi Ilmiyah Dalam Metode-
Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), him. 7

29 Surahmad, Pengantar Penelitian Iimiyah (Jakarta: Tarsito, 1990), him. 139

30 Abuddin Natta, Metodologi Stud Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), him. 147
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4. Analisis Data
Setelah data-data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah
selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu
kesimpilan akhir. Metode yang penyusun gun akan adalah:

a. Metode Deduktif, yaitu cara berpikir untuk menatik kesimpulan vang
diambil darn suatu-kaidah atau pendapat umum menuju ke suatu pendapat
yang bersifat khusus.’! Yang dalam penerapannya adalah mengungkap
masalah hak perspektif hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan
perdata, di mana sebagaimana yang kita ketahui, bahasan mengenai hak di
dalam kedua hukum tersebut lebih bersifat umum, yang kemudian
ditransformasikan ke dalam bahasan mengenai hak yang spesifikasinya
pada masalah hak cipta yang dalam ketentuan ini lebih bersifat khusus.

b. Metode Induktif, yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik
(yang sifatnya khusus) lewat observasi menuju kepada suatu teori (yang
bersifat umum). Yakni; dengan cara menelaah masalah hak cipta, yang
dalam disiplin ilmu hukum ia (hak cipta) merupakan suatu hal yang
sifatnya riil dan empiris, yang kemudian ditransformasikan dalam konteks
hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata, yang dalam hal ini
hak itu sendiri lebih bersifat umum.

c. Metode Komparatif, yaitu menganalisa terhadap data yang berbeda untuk
dikomparasikan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Yang dalam

aplikasinya dapatlah disimpulkan mengenai masalah hak cipta sebagai

31 Gaifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him. 40
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warisan dari aspek hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata
yang membandingkan sisi perbedaan maupun persamaannya dari kedua

tinjauan hukum itu.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian ini teriri dari enam bab. Antara satu bab dengan
bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, dan
masing-masing bab terdiri dari sub beb.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang Hak Cipta, yang terdirt
dari pendahuluan, sejarah dan perkembangan hak cipta, Pengertian hak cipta, sifat
dan fungsi hak cipta, undang-undang yang mengatur hak cipta, subjek hak cipta,
cara pendaftaran dan pengalihan hak cipta, maksud dan tujuan ‘pemberian hak
cipta, hak dan wewenang pemegang hak cipta, pembahasan tentang ciptaan yang
dilindungi dan masa berlakunya, serta jangka waktu perlindungan hukumnya.

Bab ketiga membahas tentang Hak Cipta sebagal warisan dalam hukum
Kewarisan Islam, yang meliputi transformasi hak dalam hukum kewarisan Islam,
pemilikan harta dalam Islam, dan harta warisan dalam hukum kewarisan Islam.

Bab keempat membahas tentang hak cipta sebagai warisan dalam sistem

hukum kewarisan perdata yang meliputi transformasi hak dalam hukum kewarisan
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perdata, pemilikan harta menurut hukum kewarisan perdata, dan harta warisan
menurut hukum kewarisan perdata.

Bab kelima Hak Cipta Sebagai Warisan (Analisis Perbandingan Antara
Hukum Waris Islam Dengan Hukum Waris Perdata) yang meliputi perbedaan dan
persamaan antara hak cipta sebagai warisan menurut hukum kewarisan Islam
dengan hukum kewarisan perdata, serta relevansinya dengan hukum positif di
Indonesia.

Bab keenam merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.




BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang permasalahan yang penyusun kemukakan, yakni
“Hak Cipta Sebagai Warisan (Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dengan
Hubkum waris Perdata)” sebagaimana yang telah penyusun paparkan di atas, maka
dapatlah ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hak cipta dapat dijadikan layaknya harta warisan, baik menurut hukum
kewarisan Islam maupun menurut hukum kewarisan perdata. Oleh karena
keduanya sama-sama mengatur bahwa mengenai obyek / harta warisan itu
ada kalanya berupa benda materi serta benda yang imateri yang dapat dinilai
dengan uang, seperti contoh; hak cipta;

2. Dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata, keduanya
sama-sama memandang bahwasanya mengenai masalah hak cipta sebagai
warsan itu adalah sesuatu vang sah, karena pada prinsipnya, dalam kedua
hukum kewarisan tersebut mengatur; hanya hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja yang dapat diwariskan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat secara umum mulai sekarang dan seterusnya untuk selalu

memperhatikan serta mentaati segala macam peraafiran yang ada dan berlaku

82
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di Negara kita, serta tidak mengganggu hak-hak orang lain, terutama tentang
persoalan yang ada kaitannya dengan hak cipta, baik dengan cara membajak,
plagiat, atau cara-cara lain yang dapat mengganggu kreatifitas pemilik hak
(pencipta).

Kepada para Ulama’, mahasiswa, serta orang-orang yang berpendidikan baik
yang sedang mencari ilmu maupun yang sedang mangamalkannya untuk
tidak henti-hentinya mengkaji segala permasalahan kontemporer yang secara
praktis menjadi fenomena di masyarakat kita terutama masalah yang juga
masih berhubungan dengan kreatifitas intelektual manusia, baik menyangkut
kepentingan hak maupun dalam hal lain ke dalam wacana figh (Hukum
Islam) dalam rangka membuktikan eksistensi hukum Islam dari masa ke

masa.
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Lampiran [

LAMPIRAN TERJEMAHAN
Bab Hlm | FN Terjemahan
1 | 13 | 24 |Ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala
amalnya kecuali tiga perkara; shadaqah jariyah, ilmu yang
bermanfaat, dan anak saleh yang mau mendo’akan (kedua
orang tua)-nya.

[ 14 26 | Segala sesuatu yang disebut dalam syari’at secara mutlak
yang tidak dimiliki kriteria apa pun, diputuskan oleh adat
kebiasaan (‘urf).

I 14 27 | kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai hukum.

B 47 3 | Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar
yang harus ditaati dalam hubungan manusia dengan sesame
manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.

I 47 4 | Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas
seseorang bagi selainnya.

I 47 5 | Suatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu
kekuasaan atau suatu beban hukum.

I 48 7 | Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan

' benda-benda, hutang-hutang ataupun manfaat.

1 48 9 | Suatu tuntutan yang ditetapkan syara’ untuk seseorang
terhadap orang lain.

I 51 16 | Ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala
amalnya kecuali tiga perkara; shadaqah jariyah, ilmu yang
bermanfaat, dan anak saleh yang mau mendo’akan (kedua
orang tuaj-nya.

I 53 17 | Sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin
disimpan di waktu diperlukan.

81 53 17 | Sesuatu yang tabi’at cenderung kepadanya dan berlaku

memberi dan menahan padanya.




I

11

59

72

75

75

22

Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta
sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil
dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,
padahal kamu mengetahui.

Barang siapa meninggalkan harta ataupun hak, maka akan
menjadi milik ahli warisnya.

Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta
sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil.

Segala sesuatu yang disebut dalam syari’at secara mutlak
yang tidak dimiliki kriteria apa pun, diputuskan oleh adat

kebiasaan (“urf).

Kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai hukum.

I
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